
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN2020

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN

BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN
PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

0^

GUBERNUR ACEH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada
Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran
Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak
Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, serta Dokumen Pelaksanaan
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Refocusing Tahun
Anggaran 2020 maka perlu melakukan penyesuaian data untuk
perumusan Dana Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan
Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang..../2
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